
Abstrak 

Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana di 

Indonesia memegang peran yang penting dalam proses pembuktian. Saksi mahkota 

adalah pihak yang terlibat langsung dalam tindak pidana namun dipilih untuk 

memberikan keterangan yang dapat menguntungkan pihak penuntut umum, dengan 

harapan memperoleh pengurangan hukuman atau pembebasan dari pidana. 

Meskipun saksi mahkota sering kali menjadi bukti yang signifikan, penggunaannya 

memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal keabsahan dan kewajaran dalam 

penerapannya. 

Saksi mahkota biasanya diberikan perlindungan berupa pengurangan hukuman atau 

bahkan pengampunan, dengan harapan agar orang tersebut dapat memberikan 

informasi yang jujur dan jelas mengenai tindak pidana yang terjadi. Dalam sistem 

hukum Indonesia, penerimaan keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti 

memiliki ketentuan yang jelas dalam hukum acara pidana (KUHAP) serta peraturan 

lainnya yang mengatur tentang perlindungan saksi. 

Namun, meskipun memiliki nilai bukti yang tinggi, penggunaan saksi mahkota juga 

sering menghadapi tantangan dan kontroversi. Salah satu isu utama adalah potensi 

ketidakjujuran atau manipulasi informasi yang disampaikan oleh saksi, karena 

adanya iming-iming pengurangan hukuman. Oleh karena itu, dalam praktiknya, 

hakim perlu melakukan penilaian yang sangat hati-hati terhadap kredibilitas dan 

konsistensi keterangan saksi mahkota sebelum menerima atau menilai bukti yang 

diajukan. 

Kekuatan hukum dari keterangan saksi mahkota tidak dapat dipandang secara 

sepihak. Pada satu sisi, ia menjadi bukti yang memiliki nilai penting dalam proses 

pembuktian, namun di sisi lain, ia juga memerlukan verifikasi lebih lanjut dan 

kehati-hatian dalam penilaiannya. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting 

dalam memastikan bahwa keterangan saksi mahkota dapat dipertanggungjawabkan 

dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kebenaran materiil dalam perkara pidana. 
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